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PUTUSAN
Nomor 299/Pdt.G/2022/PA,Lbh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Mandaong, 08 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di Desa Mandaong Rt 001 Rw 000 Kecamatan Bacan Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Mandaong, 02 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan
Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Desa Mandaong Rt 001 Rw 000 Kecamatan

Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 November 2022
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA .Lbh, tanggal 07
November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal, 07 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Busua Kayoa Barat Kabupaten Halmahera
Selatan, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 31/02/V/2022,
Tertanggal 09 Mei 2022;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
Bersama dirumah orang tua Tergugat di tanah abang, Kecamatan Bacan
selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal
bersama di kosan kurang lebih 3 tahun dan sampai pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (baa€™da dukhul)
tetapi belum dkaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan
Tergugat sering muncul perselishan dan pertengkaran terus menerus
yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: . Tergugat Berselingkuh
dengan wanita lain;

5. . Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 6 bulan dari
bulan Juni sampai saat ini;

6. Bahwa, Puncak permasalahan di tahun 2019 dimana saat itu Tergugat
diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain sehingga
Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan
namun tidak berhasil;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan

menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Labuha, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR
Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugatputus karena perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
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SUBSIDAIR
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan

putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Hakim.

Bahwa Penggugatdan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil
mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November
2022 yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut perkaranya dan kembali

berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali
rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada
tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud

Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Menyatakan perkara nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Lbh , dicabut;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada
hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21
Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.HI sebagai Hakimtunggal,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan di
didampingi oleh Idhar, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugatdan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera
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Idhar, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.0 0
. Biaya ATK Perkara : Rp. 100.000,00
. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,00
. Biaya Redaksi . Rp. 10.000.00
. Biaya Meterai . Rp. 10.000,00
JUMLAH : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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